
RAKER ANTISIPASI LONJAKAN 
KASUS COVID-19

Kepala Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) Letjen 
TNI Ganip Warsito (kiri) bersama 
Wamenkes Dante Saksono Har-
buwono (kedua kiri) mengikuti 
rapat kerja dengan Komisi IX DPR 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (27/5). Raker terse-
but membahas persiapan sistem 
kesehatan nasional sebagai an-
tisipasi lonjakan kasus COVID-19 
pascalibur Idul Fitri 1442 H/2021 M.
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melaksanakan arahan Presiden 
Jokowi.

  “Terhadap arahan Pres-
iden Jokowi tersebut, Kantor 
Staf  Presiden, Kementerian 
dan Lembaga terkait secara 
solid mendukung dan melak-
sanakannya,” kata Moeldoko 
dalam  keterangan persnya di 
Jakarta, Kamis (27/5).

Ia menegaskan bahwa ke-
menterian/lembaga telah men-
jalankan apa yang disampaikan 
oleh Presiden Jokowi.

“Tidak benar terjadi pen-
gabaian arahan Presiden. Un-

IDN/ANTARA

tuk menjalankan arahan Pres-
iden, di antaranya Menteri 
PANRB, Menteri Hukum dan 
HAM, BKN, dan LAN telah 
melakukan koordinasi dengan 
Pimpinan KPK dan menyam-
paikan arahan Presiden terse-
but dengan memberikan opsi 
pembinaan sebagai solusinya. 
Kemenpan-RB mengusulkan 
dilakukan individual develop-
ment plan (IDP) untuk pegawai 
KPK yang dinyatakan tidak 
lulus TWK,” ujarnya.

Dari 75 nama pegawai yang 
tidak lolos TWK, hanya 24 
peserta yang akan diberikan 
diklat wawasan kebangsaan 
untuk nantinya beralih status 
menjadi ASN.

 “Dengan kata lain, pimpi-
nan KPK kemudian mengambil 
kebijakan untuk memberhenti-
kan 51 dari 75 pegawai KPK 
yang sebelumnya dinyatakan 
tidak lulus TWK. Bahwa Pimpi-
nan KPK kemudian mengambil 
kebijakan lain tersendiri. Hal 
tersebut merupakan kewenan-
gan dan keputusan lembaga 
pengguna dalam hal ini KPK,” 
tuturnya.

Dia menilai, bahwa pemer-
intah memang memiliki ke-
wenangan tertentu tapi tidak 
bisa mencampuri proses pem-
binaan di internal KPK. Terkait 
keputusan tersebut maka KPK 
bertanggungjawab penuh atas 
implikasinya.

Dalam hal ini, bahwa tes 
wawasan kebangsaan tidak serta 

merta menjadi dasar pember-
hentian dan terdapat peluang 
untuk perbaikan melalui pendi-
dikan kedinasan, level individual 
maupun organisasi.“Posisi KSP, 
Kementerian dan lembaga yang 
berada dalam kewenangan 
langsung Presiden tetap dalam 
posisi mendukung pelaksanaan 
arahan Presiden sebagaimana 
tersebut di atas,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, bah-
wa tidak ada pengabaian ter-
hadap arahan Presiden Jokowi 
tersebut.

Kepala BKN Siap Digugat
Kepala Badan Kepega-

waian Negara (BKN), Bima 
Haria Wibisana, mengaku san-
gat siap jika keputusan mem-
berhentikan 51 pegawai KPK 
digugat. “Sangat siap,” katanya, 
Kamis (27/5).

Dia mengatakan, jika ada 
yang menggugat malah menjadi 
momentum untuk menun-
jukkan berbagai bukti atas 
keputusan tersebut.“Malah 
jadi bisa membuka evident di 
pengadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut Bima kem-
bali menegaskan, apa yang 
diputuskan sudah mengikuti 
arahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Itu termasuk juga 
mengikuti berbagai aturan yang 
berlaku.  han

51 Pegawai KPK Diberhentikan,
Moeldoko: Arahan Presiden tak Diabaikan
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, meng  -
aku sangat siap jika keputusan mem-
berhentikan 51 pegawai KPK digugat.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana meng

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
akhirnya memberhentikan 51 
pegawai yang tidak lolos Tes 
Wawasan Kebangsaan (TWK). 
Sementara sebelumnya Pres-
iden Jokowi meminta agar 
TWK tidak dijadikan dasar 
untuk memecat pegawai KPK 
terkait proses peralihan menjadi 

aparatur sipil negara (ASN). 
Apakah arahan Kepala Negara 
diabaikan?

Kepala Staf  Presiden (KSP) 
Moeldoko membantah adanya 
pengabaian terhadap arahan 
Presiden Jokowi. Menurutnya, 
Kantor Staf  Presiden, Kemen-
terian dan Lembaga terkait 
secara solid mendukung dan 

JAKARTA (IM) Komisi aparatur sipil negara (ASN)

DPR Dorong Pemerintah Aktif Lobi
Saudi soal Syarat Vaksin Jamaah Haji

JAKARTA (IM)  - 
Ang gota DPR dari Fraksi 
PKS, Amin Ak mendorong  
pemerintah agar lebih aktif  
melobi pemerintah Arab 
Saudi agar vaksin-vaksin 
yang digunakan di Indonesia 
diakui sebagai persyaratan 
haji tahun ini.

Indonesia membutuh-
kan diplomasi yang san-
gat intens agar pemerintah 
Arab Saudi mau mengakui 
jenis vaksin yang dipakai 
di Indonesia yakni Sinovac 
sehingga mendapatkan izin 
berhaji.

Amin berharap tim di-
plomasi gabungan yang ter-
diri Kementerian Luar Neg-
eri (Kemenlu), Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), 
Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), 
dan Kementerian Agama 
(Kemenag), lebih intensif  
melobi pemerintah Arab 
Saudi.

“Bagaimanapun ja-
maah haji asal Indonesia 
merupakan yang terbesar 
dibandingkan negara-negara 
lainnya. Jika tahun ini belum 
juga diperbolehkan, antre-
annya akan makin panjang. 
Kasihan jamaah kita,” kata 
Amin kepada wartawan, 
Kamis (27/5).

Sebagai informasi, ber-
dasarkan Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan 
Direktur Utama (Dirut) PT 
Bio Farma dan Distributor 
Vaksin, pemerintah Saudi 
menetapkan vaksin yang 

disetujui adalah vaksin-vaksin 
yang berasal dari Amerika dan 
Eropa yaitu, Pfi zer, Moderna, 
Johnson & Johnson, dan As-
traZeneca.

Dari ketiga vaksin terse-
but, Indonesia baru punya 
vaksin AstraZeneca yang ses-
uai kriteria.

Merujuk penjelasan Direk-
tur Utama Biofarma, Honesti 
Basyir, Anggota Komisi VI 
DPR melanjutkan, vaksin 
Sinovac yang merupakan vak-
sin terbanyak yang digunakan 
di Indonesia dan saat ini masih 
dalam proses mendapatkan 
izin penggunaan darurat atau 
emergency use listing (EUL) 
dari WHO.

Sesuai janji WHO, kata 
dia, izin penggunaan darurat 
paling lambat akan didapatkan 
pada pekan kedua Juni 2021, 
sehingga masih cukup waktu 
agar jamaah haji Indonesia 
diperbolehkan berangkat ke 
tanah suci tahun ini.

Kerajaan Arab Saudi se-
belumnya mengumumkan 
musim haji tahun ini dibuka 
dengan kuota terbatas.

Persoalannya, Indonesia 
belum memiliki kepastian 
berapa alokasi kuota yang 
didapat tahun ini.

Padahal sejumlah negara 
sudah diumumkan alokasi 
kuotanya oleh pemerintah 
Arab Saudi.

Oleh karena itu, Amin 
berharap, vaksin yang sudah 
diberikan  bisa memberikan 
manfaat bagi kemudahan ja-
maah haji Indonesia.  mei

Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis
15 Tahun Penjara John Kei

JAKARTA (IM) - Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) men-
gajukan banding atas vonis 15 
tahun yang dijatuhkan pada 
terdakwa pembunuhan beren-
cana John Refra alias John 
Kei. Hal tersebut dikonfi rmasi 
oleh Kasie Intel Kejaksaan 
Negeri Jakarta Barat Edwin 
Beslar.

Menurut Edwin, jaksa 
telah mengajukan banding 
pada Selasa (25/5) kemarin.

“JPU sudah nyatakan 
banding pada Selasa kemarin,” 
kata Edwin saat dikonfi rmasi 
Kamis (27/5).

Dengan diajukannya 
banding, kewenangan pemer-
iksaan kini jatuh pada Pen-
gadilan Tinggi DKI Jakarta. 
Sebelumnya, John dijatuhkan 
vonis hukuman penkara se-
lama 15 tahun oleh hakim 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat pada Kamis (20/5) lalu.

“Menjatuhkan pidana 
penjara selama 15 tahun,” 
kata Yulisar, Hakim Ketua, 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat, Kamis (20/5) lalu.

John, dinyatakan ter-
bukti melanggar pasal 340 
KUHP tentang pembunuhan 
berencana dan 170 tentang 
pengeroyokkan.

Untuk diketahui, jaksa 
penuntut umum (JPU) sebel-
umnya menuntut 18 tahun hu-

kuman penjara kepada John.
“Menjatuhkan pidana ter-

hadap terdakwa John Refra 
alias John Kei dengan pidana 
penjara selama 18 tahun di-
kurangi selama terdakwa be-
rada dalam tahanan dengan 
permintaan tetap ditahan,” 
kata Jaksa di persidangan 
Selasa (11/5).

John dianggap sebagai 
penganjur atas terbunuhnya 
seorang anak buah Nus Kei, 
yakni Yustus Corwing alias 
Erwin di Duri Kosambi pada 
21 Juni 2020.

Pada Selasa (18/5) John 
mengajukan nota pembelaan 
atau pledoi. Ia mengaku tak 
bersalah dan berharap dibe-
baskan dari seluruh tuntutan 
yang dijatuhkan padanya.

“Saya masih berhak 
mendapat kebenaran dan 
keadilan. Saya tidak bersalah 
akan tuduhan pidana yang di-
berikan kepada saya. Saya ma-
sih ada harapan pada keadilan, 
saya masih ada harapan bagi 
Majelis Hakim, wakil Tuhan 
penjunjung tinggi keadilan,” 
kata John di pengadilan

“Keadilan dari majelis 
agar dapat memberi putusan 
yang sesuai kebenaran dan 
bebaskan saya dari semua 
tuntutan ini,” tambahnya. 
Namun, pledoi ini ditolak oleh 
hakim.  han

1.500 WNI Menjadi Teroris Lintas Batas
JAKARTA (IM)  – Kepala 

Badan Nasional Penanggulan-
gan Terorisme (BNPT) Boy 
Rafl i Amar ungkap ada sekitar 
1.500 warga negara Indonesia 
(WNI) menjadi teroris lintas 
batas atau foreign terrorist 
fi ghters (FTF).

Boy memaparkan laporan 
Sekjen PBB ke-9 tahun 2019 
terkait terorisme internasi-
onal, yang dikutip dari Sofwan 
Centre. Laporan itu menyebut 
30.000 hingga 42.000 warga 
dari 100 negara menjadi FTF, 
termasuk Indonesia.

“Di Indonesia sendiri, 
gambaran FTF asal Indone-
sia sebagaimana perkiraan 
Satgas FTF BNPT, total FTF 
asal Indonesia adalah sekitar 

1.500,” kata Boy, dalam rapat 
bersama Komisi III DPR RI, 
Kamis (27/5).

Menurut Boy, dari 800 
WNI yang terlibat terorisme 
di luar negeri, sekitar 100 
orang telah meninggal dunia. 
Kemudian 550 orang sudah 
dideportasi dan 50 orang su-
dah kembali ke Tanah Air atau 
returnees. Boy mengatakan, 
sebanyak 120 orang telah di-
proses sesuai hukum ketika 
tiba di Indonesia sejak 2015. 
Sementara itu, bagi returnees 
yang tidak diproses harus men-
jalani program deradikaliasi.

“Sehingga saat ini telah 
atau sedang menjalani proses 
hukum dalam melakukan tin-
dak pidana terorisme atau pen-

danaan terorisme,” ujar Boy.
Menurut Boy, seharusnya 

saat ini BNPT sudah berang-
kat ke Suriah dan Irak untuk 
melakukan asesmen terhadap 
WNI yang terlibat terorisme. 
Namun, agenda tersebut terk-
endala pandemi Covid-19 yang 
masih mewabah di berbagai 
negara.

“Kami dengan tim sat-
gas akan melakukan asesmen 
kepada mereka untuk kemu-
dian dilaporkan kepada bapak 
presiden bagaimana kondisi 
mereka apakah layak untuk 
dilakukan repatriasi dikemba-
likan ke negara kita. Proses 
ini masih terkendala dengan 
kondisi Covid yang terjadi,” 
katanya.  han
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PT. POWER ASETINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan 
melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela atas barang bergerak berupa RATUSAN 
UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR yang terdiri dari berbagai merk dan type, pada : 

SYARAT & KETENTUAN LELANG :
1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR 

diwajibkan menyetorkan uang jaminan 
sebesar :
- Rp. 5.000.000,-  (lima juta rupiah)  untuk  

1 NIPL MOBIL  
- Rp. 1.000.000,-  (satu juta rupiah)  untuk  

1 NIPL MOTOR
2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah 

sebagaimana adanya (“as is”)
3. Uang Jaminan dan pelunasan disetorkan ke 

A/C no. 5710999971 di BCA cab. Kyai 
Caringin, Jakarta Pusat

jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah 
lelang maka pemenang lelang dinyataan 
wanprestasi dan uang jaminan akan hangus

5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 

0812-1953-2073 (Putra) atau melalui email : 

Jakarta, 28 Mei 2021
PANITIA LELANG

PENGUMUMAN 
HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI

PT INTI ANUGRAH ESTETIKA (DALAM LIKUIDASI) 
Sehubungan dengan pelunasan, pembebasan 
kepada Likuidator, dan penerimaan 

ketentuan Pasal 152 Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

selesai berdasarkan keputusan RUPS.
RUPS telah menerima laporan 
pertanggungjawaban Likuidator dan 
membebaskan Likuidator terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya dalam proses Likuidasi. 
Terhadap kekayaan hasil Likuidasi telah habis 

Jakarta, 28 Mei 2021.

PENGUMUMAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 152 
ayat (1) Jis Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan 
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Likuidator dengan ini bermaksud menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) PT TRIJAYA 
ANUGRAH ESTETIKA (Dalam Likuidasi) (“Perseroan”) dan 
Kami mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk 
hadir pada RUPS LB Perseroan, pada:
Hari : Jum’at
Tanggal : 11 Juni 2021
Waktu  : 13.00 WIB - selesai
Tempat  : Kantor Resha Agriansyah Partnership 
  The H Tower, 12nd Floor, Unit 12-D, Jl. HR. Rasuna 

Said Kav.20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. 
RUPS LB ini diselenggarakan dengan agenda rapat sebagai 
berikut:
1. Rencana penjualan aset Perseroan berupa Rumah 

beralamat di Jl. Gading Indah Utara III Blok NH-5 No. 5A 
(d/h No. 4), Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, 
Jakarta Utara;

2. Rencana penjualan aset Perseroan berupa kendaraan 
roda empat bernomor polisi B 2098 UFD atas nama         
PT Trijaya Anugrah E;

3. Rencana penjualan aset Perseroan berupa kendaraan 
roda dua bernomor polisi B 3718 URF atas nama               

Likuidasi);
5. Lain-lain.

dapat hadir tepat waktu.
Demikian undangan RUPS LB ini Kami sampaikan. Atas 

Jakarta, 28 Mei 2021
Likuidator Perseroan

Resha Agriansyah, S.H., M.H., CPCLE., CCCLE.
Muhammad Arfah, S.H.

PENGUMUMAN LELANG 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
No. Telp. Sentral :
(021) 360650 - (021) 3606006
No. Telp. DKPPU : (021) 22566288 - (021) 25608887

No. Fax. Sentral :
(021) 3505136 - (021) 3509139
No. Fax DKPPU : (021) 2255 6399
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Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara, Kementerian Perhubungan, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Jakarta I akan melaksanakan pelelangan umum Barang Milik Negara berupa:

 Cara penawaran dilaksanakan dengan metode internet dengan mengakses  
 laman p www .g

Penawaran dapat diajukan sejak hari Kamis tanggal 03 Juni pukul 09.00 s.d. 11.00 waktu  
 server aplikasi lelang berdasarkan WIB.

 Penetapan pemenang: setelah batas akhir penawaran.
 Bea lelang 2% dari harga lelang.
Tempat penetapan pemenang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  

 Jakarta I Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta 10410.
Keter g
 Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI harus sama  
  dengan nominal jaminan yang disyaratkan;
 Jaminan harus sudah efe f diterima KPKNL Jakarta I selambat lambatnya 1 (satu) hari  
  sebelum pelaksanaan lelang;
 Segala biaya yang mbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
  Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
Syarat- ara
1. Memiliki akun yang telah terv kasi pada website p www .g  syarat dan  
 ketentuan serta tata cara mengik elang dapat dilihat pada website tersebut. Objek  
 lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena suatu hal terjadi gugatan,   
 tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas,  
 pihak-pihak yang berkepe ngan/ peminat lelang rkenankan untuk melakukan  
 tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Direktorat Kelaikudaraan dan  
 Pengoperasian Pesawat Udara.
2. Pemenang Lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5  
 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila sampai dengan waktunya yang telah  
 ditentukan, pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang  
 tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
3. Peserta lelang diharapkan melihat, mengetahui objek lelang dan dapat melihat barang  
 yang akan dilelang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 09.00 s.d 12.00 WIB di  
 Kantor Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110.  
 Peserta lelang dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang dengan kondisi apa  
 adanya, mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang.
4. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang. Keterangan lebih lanjut dapat  
 menghubungi M.Isnaeni (0812 8835 8711), Ruri (0813 1893 4020).
     Jakarta, 28 Mei 2021
     P rang Milik Negara
     Direktorat Kelaikudaraan dan
     Pengoperasian Pesawat Udara


